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. KATA PENGANTAR

Semua hak Alloh yang Maha Pencipta dan Mengetahui, dan kemudian dengan mengucap
syukur kehadirat Illahi Robi, Alloh AWT. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Laporan tersebut
didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun, namun demikian masih
terdapat berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu
diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Lingkungan
Hidup secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten
Panganadaran oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Pangandaran.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan
diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh
jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu
wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten

Pangandaran pada khususnya.

Parigi, 10 Januari 2025
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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang
merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2024 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada
Dokumen Rencana Kerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024. :

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mengacu pada :

1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
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3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,;
11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;
12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

13) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

R/ /0 /0 /™ ™/ ™
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17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 —2025;

18) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25
Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

19) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

20) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan sebagai berikut :

3.1.1. Unsur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan
Kabupaten Pangandaran terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahkan :
2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Penigkatan Kapasitas
Lingkungan hidup
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Pengawas Lingkungan Hidup
6.1 Pengelola Penyehatan Lingkungan
7. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
7.1 Analis Lingkungan
8. Penata Ruang Ahli Muda
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3.1.2. Tugas Unsur Organisasi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran adalah tugas pokok merumuskan kebijakan
teknis operasional mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup,
sebagian Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub Urusan
Persampahan dan Pemukiman, sub Urusan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup dah Kebersihan Kabupaten
Pangandaran mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang Penataan dan penaatan PPLH,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan kebijakn bidang penataan dan penataan PPLH,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas

~Lingkungan Hidup dan pengendalian pencmaran dan kerusakan
Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang penataan dan
penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pencemaran dan
kerusakan Lingkungan Hidup;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.
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3.2. Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan antara lain

sebagai berikut :
Tabel 1.1

Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1 | Pengelolaan Upaya Pengelolaan Lingkungan

- Koordinasi
- Monitoring

- Pemantauan

2 | Pencegahan Upaya Pencegahan Kerusakan dan
Pencemaran Lingkungan Hidup
- Sosialisasi

- Pembinaan

3 | Penanggulangan Upaya Penanggulangan Kerusakan
Lingkungan Hidup

- Rehabilitasi

LKIP DLHK Kab. Pangandaran Tahun 2024
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang setidaknya mendukung Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rensta ini
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5
(lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional
dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan '
Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis,
instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 -2026 adalah
sebagai berikut :

VISI :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai

Karakter Bangsa”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Pangandaran : Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat

Juara yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu
ckonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang
mencangkup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis

potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat
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kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia,

tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator

yang lain.
Pariwisata : Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin
Pangandaran yang diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional
berkelas dunia namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata

Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata
Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan
secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan
inovasi-inovasi  berkelanjutan pada pengembangan
pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara

nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

Berdasarkan nilai :  Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta
- nilai karakter pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting
bangsa dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai

karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang
menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat
kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih
bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan.
Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang
mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan
masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup
bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai
kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu
pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan

Kabupaten Pangandaran kedepannya.

MISI :
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan
mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan
berkelanjutan
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai
perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga

kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
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4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis
potensi lokal

5. mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan
akuntabel

6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi
bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran

Menunjang Visi dan Misi Bupati Pangandaran Khususnya Misi 5 dan Misi 6,
Yaitu:

1. Misi 5 : mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien,
dan akuntabel
Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada
melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk
mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan
akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu
pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan
pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas
kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan
proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi
pemerintah dijalankan

2. Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan
mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutaﬂ
Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas
infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi
masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam
pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan
infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan, Pada hal ini
Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur
sebagai pendorong pengembangan sektor imriwisata, dan sektor potensial
lainnya, Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan
bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tanggung
bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya,

untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari
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pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan
berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Pangandaran Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikaror Sasaran DLHK

1 | Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif,
efisien, dan akuntabel

Meningkatkan kualitas dan | Meningkatnya Nilai AKIP
kapasitas tata kelola Akuntabilitas Kinerja DLHK
pemerintahan yang baik DLHK

(good governance)

Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang,

2 dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas Meningkatnya Kualitas | Indek Kualitas
lingkungan hidup Air Air

Meningkatnya Kualitas | Indeks Kualitas
Udara Udara

Meningkatkan Kulitas | Indeks Kualitas
Tutupan Lahan Tutupan Lahan

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan
yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat
Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
adalah Sebagai Berikut :
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Tabel 2.3
Indikator Kerja utama DLHK

I Urusan Lingkungan Hidup
1 | Nilai AKIP DLHK - Nilai DLHK
2 | Indek Kualitas Air Indeks DLHK
3 | Indeks Kualitas Udara Indeks DLHK
4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks DLHK
Tabel 2.4

Sasaran Strategis dan Indikator Kerja utama DLHK

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai AKIP DLHK
Kinerja DLHK
2. | Meningkatnya Kualitas Air Indek Kualitas Air

3. | Meningkatnya Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara

4. | Meningkatkan Kulitas Tutupan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Lahan

B. Perencanaan Kinerja

Kebijakan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran,
serta visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses
penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Rensta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
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kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.
Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

Tabel 2.5
Kebijakan dan Program Kerja DLHK

1. | Desk akuntabilitas dan penguatan | Program Penunjang Urusan
evaluasi atas akuntabilitas kinerja | Pemerintahan Daerah Kabupaten /

instansi pemerintah Kota
2. | Peningkatan kualitas udara, air Program Pengendalian Pencemaran
dan tanah melalui penguatan Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan

pengendalian, survey baku mutu | Hidup
dan penegakan hukum terhadap
pelaku pencemaran lingkungan;

Program Perencanaan Lingkungan
Hidup

Program Pengelolaan Persampahan

Program Penanganan Pengaduan

Lingkungan Hidup
3. | Penataan taman Daerah dan ruang | Program Pengelolaan
terbuka hijau Keanekaragaman Hayati (Kehati)

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dengan Bupati
Pangandaran. Perjanjian kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.
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Uraian lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut ; (Terlampir)

LKIP DLHK Kab. Pangandaran Tahun 2024 Page 12

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

€1 33eq ¥70Z unye], uedepuedue ‘qe3] YH'1A dDI'T
ZZIPIE 0S8l HVINOS
(ueyay) nedey ueye uedmn], ueye] uedmn]
LSE€98°98%'[ %00°T e[o[a)1p SueA ueye] uedmn] ssejussidd | uewreSereyoued)y uee[ojdadued werdold | STS9 sej[eny] SYopu] | ey uepe{SuIuoy
dnpry ue3uny3u1] eIep() eIEp[) SEN[Eny
000°12E01 %L9°9L epwad IueSue)i] Suek snsey] Asejussiad uenpedua ueueSueusd wreidold |  S6L sejifeny sYapuf eAmeySuruopy
016980V %09°1¢ yedureg ueueSueuaJ 9SBIUSSOI] ueyedwesiag ueejojodusd werdold
dnpry ue3uny3ur] ueejojagusd uep -
SSY'STI LoV %0€ ueSunpuijiog eueouay depeyis] ueieeay | dnpryg ueSumySur] ueeuesusisd wersold
N moeg IYNUSWow dnpry ueSunySur] ueyesnay neyy ny ITY SejIeny
000°090°6% %0S°1€ SueA erep() uep JIy Sej[EN}] ISEIUISOI] | /uB( UBIBWIOUAJ Uel[epuddudg werdold | ¢8°IS sejifenyy yapuy eAwmE{Surusiy
sejenyIaq Suek elisuny
%001 ISen[eAd uep ueeurduslad asejuasiag ‘¢
Ijerede
%001 1susjoduioy uejey3uruad osejuasisg ¢
Jreq sejieny
9001 ueguap ue3uena) uesode| aseIUSsIdd g
JAHT1Ad
ynuadia) rjo3j/uajednqey] YeIor( UBYBIULIOWOJ elioury seIqRIUNYY
0LELT1'950°9 %001 SueA 10juey eueleseld eueles asejuUasIdg | uesni() Suefunuog wesSold | ¢pL8 | MHIA ANV BN eAmeSuIuopy

0T unye) JHTA weidold uep uereses efoury 1986,
97 1PqeL

weadoaJ uep si3deaS ueaeseg eliouryy 3P31e I,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

$1 I5eg p70C unye], uesepuedued ‘qe3] YHIA DT
ueyeIpasiq Suek ueepueS3usd ueepued3usg
0vL9Z0°€S _yed § ue(q ueye)e) Suereq joyed ye[win[ | uep ueyejs) Suereq ueelpakudd
uexerpasiq
SueA 10juey uedexSusjrod Jojuey uedeySuapiad
TO0'v66°'VL 3ed ¢ uep uejererdd joyed yewung uep ueje[eIad ueeIpaAudd
ueNeIpasi(q
Suek 10juey] ueunsueg Jojuey
ue3uRIaUSJHLOSI] ueunJueg ueSueIausJALOSIT yelor(] Jedueiod
08L'v6V'T 19%ed | 1sefeisu] usnodwoy] jo3ed yequny | 1sefejsuf usuodwoy ueRIpIAUIJ wnur() Isensurupy
ueremedadoy
ISBULIOJU] TA)SIS UBERURSYR[od Uep | ueremeSaday] ISeULIOJU] WAISIS qeloe( JeSuerag
000°000°TZ mwumjod § ISBUTpPIOOY [ISEH UsWmo( Yye[wng ueeURSYE[o UBP ISBUIPIOOY ueremeSoday ISBNSTUTWPY
qelse( 1EySuRId
yelse( I1SnqLyay yeroeq ue3ueuamay qerseq
000°005°SC wumyo( t uee[o[oSus uelode] yequmy | 1snqunoy ueejojadusd ueiode[dq uejedepuad Isensurmpy
qerseq
A4S eped yeiseq JIIA Suereg ad>is eped yeieeq jexSueled eped yerseq
000°005°S¢ uesode] ¢ ueeyesnejeuad uelode] yerume NI Suereq ueeyesnejeusd NI Suereq 1SensiuIwpy
ue3uenay ais
ISeYYUaA / uerfmBuag uep | ueSuenay ISeyLSA /ueimIuag
000°005°SC uwswmyod 9 ueeyesneleusd Uawmo(q Ye[wnf | Uep UeeyeSNejeudd ueeuesye[dd
NSV ueSuefuny uep NSV ye1oe( 1eSueldd
000°000°0SS5°€ SueIQ ¢ 1fen) ewuous Suek Sueip yerwng | ueSuefun] uep 1fen ueeipakusd ueSuenay ISENSIUIWIPY
:11))
; qeloe( jeySueiod Jusednqey yeiseq
geloe( jexduerod | yeror( jeySuriod URRURIUSIS] el1aury 1senjeAq uep UB(RIULISWISJ UBSNI()
000°005°S¢ uamno(J ¢ UBBUEROUSISJ USWNO( Ye[ung usumo(J ueunsnudg | ‘uere33ueSusd ‘ueUROULIS] Suelunuog weiSoxld | 1

20 unye) THIQ uejerday] elioury 1a3e],

L'CIPqeL

ue)ei3a)] elroury 19818,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

S1 93eq $707 unye], uvaepuedued ‘qey] JYHTA dDI'T
e  uep ‘erepn) ‘ny ‘yeue],
jne| uep eIpaN depeyie) uexeuesye[Iq ejo3j/usjedngey] dnpiy
'IRp() “NY ‘Geue] vIpjA depeqis], | dnpiy ue3uny3ul] Uetewadusg dnpry veSunySury | uweSumySury ueyesnuoy
uexeuesyeiq dopry ueSuny3ury ueyeSeousd ueeURSYE[OJ ueESIISY] Neje/uep | Ne)y/ Ue( URIBHIOOUS]
000°090°6Y% mumjo( | senfeny 1N usumyo(q yejung uep “ISeSIUODUIS ‘ISBUIPIOO] URIRWIAOUS] UeyeSaouad uerepuafuog werdoid
ejo3i/usrednqes] (SHT)
AArY/addd QWIdY/AdId SHT | SiSerens dnpiy ueduny3ury dnpry weSum{Sury
S8Y°STT L0V uawmyo ¢ SHT udwmno(g eAuunsnsia], ueeuesye[od Uep uviEnqUISd uelfey] ueered3us[okuag ureuROUaIdJ WrIdold
ereyradiq Suek eAuurey eAuuIeT UISO]A
000°00S¥ N L UISI]A UEp UBJE[BId{ Yejuny uep uejejeldd ueereyljawad
ueSuede] neje [euoiserad)
- eAuueuizisd ueyIeAeqiq Seul(] UBRIRpUIY] URUIZLID] [eIor(] UBYRIULISWS]
uep ereyradiq Suek 10jourag | uep “yefed ‘ueereyrousd eAelg uesni) Suefunusd yeiseq
Y06'0£6'64L°T N ze e jereq ueynySuy Je[y yefunf | ‘ueeleyI[awdd esef ueelpakusd | I[N Sueleq UeBIEI[aWo]
ueeIpasiq
SueA Jojuey wnui() ueuede[ad eser Jojuey] wnuwi)
00T"9EL'TET uelode £ ueelpakuad ueiode] yejung ueueAe[2d BSE[ UBRIPAAUS]
: ueyRIpasI( SueA YLOsIT
uep Iy eAR(] JoqUING ‘ISEIUNWOT] JLOSIT Uep Iy eAR(] JoquIng
SYT'0T9'vE uelodeT g ese[ ugelpakusq ueiode] yequng “ISeIUNWOY] BSe[ UBRIPIAUSJ
qelseq
JeMAUSJA JeIng esef URUEULISWSJ UBSTU[)
000°0ZE'T uelode] [ ueerpakusd uesode] yejumy | JRmMAUS]A jemng esef ueelpakuod | Suelunusq esef ueeipaAudd
eloe( YeuLowad
uesepelp SueA eluure] ueunsueyq eAuure] ueun3ueg uesni) Sueftnusag yeiseq
000°000°0¥Z mn g neje Jojuey Sunpan emes yeung | neje Jojuey] Sunpan ueepeSusd NN Suereg ueepeSuad
Ad3IS eped Yruonyo[q siseqiog AdIs eped Yuonyo[g
UBYBIULISWIdJ WAJSIS UeRUBSYR[od sIseqiog UBYRIULISWJ
000°000°T¢ uswnjoqg ¢ ue3umyn(g uswnyjo( yejwng wo)sIS ueeuLSyR[dd Uedumng
ads adis
1Se)|nNSuoy| uep IseurpIooy] jedey ISE}|NSUOY] UBP ISPUIPIOO]
000°SS6°6T uelodey ¢¢ ueele3d3usjakuad uelode] yeruns jedey ueere33us[odusg
ueyRIpasi( Juek
ueduepun)-Suepuniad ueimnjeiad uep | ueSuepun -Suepuniod UeIRIR
00£°655°61 uswmnyo Z ueeoeq uegeq uswnyo( yejunf uep ueeoeq ueyeq ueelpakusd

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

yZoT unye], :W:%.Eu:«m qe3] JH1A d1'T

91 ?seq
9ro%eg e e

Zzrezeos8cl yopung
ue3uepuniad uemyersd
roy/uaednqey] ueguap 1ensas eAuure] sej[Isey
yedureg ueejo[aguad ymun wep yeduweg yueq “1915951poiq
vjoj/usjednges] Jen Ip ‘uesodwoSuad jesnd
ure’] yeyrd undneus 1sutaold esnd | ‘J@Y ®SLTd/TdSd ‘VdS ‘SdL
UBJULIQW?] BlUEsSIof BUBIRS ‘LSdL ‘NAd “deSdl, yedures
uep euereselq ueelpakusd | ueyejouad rsereisur 1p yedures
ISeS[UOD{UIS Uep ueyejoduad uep ueyejruad wegeduresiog
016928 0v8 ¥ uswmyo( | ISeUIpI00Y [ISeH UsWNo( Yejunf mjepow Yedures ueueSueusd yedureg ueejo[sSuag ueejo[oSua wersold
B0y /uatedngey]
(H1dd) dnptH
ejoy/usiednqgeyy reysun ueSunySury ueejo[asusd
ueSueng/mnfuepepunig Suek dnpiH ueSunySur ueyesniag uep ueSunpuljed dnpig
ejoyj/usjednqey] H1dd depeqra], uep ueIeWIOUSJ Ueye[eseuuad Suepig 1p jeyetedsey | ueSunySur] uenpeSusd
000°'TCE0T uawnjo( | jeyeIRASEN UBnpedusd yewns uenpe3usd ueejo[a3usd uenpe3usd uelesa[akusd ueueSuRUad Werso1g
ejo3 /udjedngey] (ueyay)) nedeyq
r103]/uajednqey] ueSueusmoy (HLY) nefig neAeq ueweSereyouesy| uenreg eIeyouRa )|
LSEEIBO8Y'T 1201 [ ] dny3uy elojay1(q Suek 1Y sen| eyngJa ], Sueny uee[o[a3usd uee[o[23udg ueejojeSuad ureido1d

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3. Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2.8
Laporan Anggaran Persasaran DLHK tahun 2024

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK 6.056.127.370
2 Meningkatnya Kualitas Air ' 5.297.012.395
3 Meningkatnya Kualitas Udara ' 10.321.000
4 Meningkatkan Kulitas Tutupan Lahan 1.486.863.357

JUMLAH 12.850.324.122

STANDAR PENILAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran tahun
2024 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah
ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian
sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja
tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kmeqa dan
mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan

digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu

sebagai berikut:
1 91 sampai dengan >100 Tercapai / Berhasil
2 71 sampai dengan 90 Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
3 51 sampai dengan 70 Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
4 <5l Tidak Tercapai / Tidak Berhasil
LKIP DLHK Kab. Pangandaran Tahun 2024 Page 17
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi
dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi
besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan
efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari
serangkaian alternatif atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya, dalam sistem pemerintahan
dikenal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai
sasaran 'dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Pangandaran.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Kepala DLHK dengan Bupati Pangandaran, dapat dilihat sebagai
berikut: ' '

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

_ Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DLHK Tahun 2024

I |Mcningkatnya  [Nilai Akip | 87,45 | 6642 75,95
Akuntabilitas DLHK
Kinerja DLHK

2 | Meningkatnya Indeks Kualitas 5158502 34 65,57
Kualitas Air Air

3 | Meningkatnya Indeks Kualitas 79,5 93,18 117,21
Kualitas Udara Udara

4 | Meningkatkan Indeks Kualitas 65,25 38,67 59,26
Kulitas Tutupan  |Tutupan Lahan
Lahan

Rata-Rata 79,50%
" LKIP DLHK Kab. Pangandaran Tahun 2024 Page 18
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Dari tabel 3.1 diatas dapat dianalisa sebagai berikut :
1. Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien,

dan akuntabel

Tujuan Ke 1 : Meningkatkan  kapasitas tata  kelola
pemerintahah yang mampu memberikan
pelayanan publik yang prima

Indikator Tujuan Ke 1 : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Ke 1 :  Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata
kelola pemerintahan yang baik (good
governance)

Indikator Sasaran ke 1 :  Nilai SAKIP

Hasil capaian Nilai Akip Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam hal

ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran

berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran,

mendapatkan skor 66,42 atau termasuk dalam kategori nilai C, dengan

demikian capaian terhadap target Sasaran Strategis sebesar 66,42/87,45%100 = '
75,95%, Faktor penghambat pencapaian Target Pada Sasaran ini adalah Masih

banyak dokumen-dokumen yang belum dilengkapi.

2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang

tangguh bencana
Tujuan Ke 1 :  Meningkatkan kualitas dan pemerataan
' layanan  infrastruktur yang tangguh
bencana
Indikator Tujuan Ke 2 :  Indeks Kepauasan Layanan Infrastruktur
Sasaran Ke 3 . Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasafan 1 :  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Indeks | 65,98 58,99 89,41%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tujuan Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas
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Lingkungan Hidup dengan Target Indikator tujuan Tahun 2024 sebesar 65,98
dengan realisasi target sebesar 58,99 schingga diperoleh capaian kinerja sebesar
89,41% dikategorikan baik.

Perbandingan Realisasi IKLH Dengan Tahun Lalu

Tahun |  Target Realisasi Capaian Percepatan/

Perlambatan
2018 61,50 60,54 96,93% 0,96
2019 62,46 61.61 98,64% 0,85
2020 62,91 65,22 103,67% 2,31
2021 63,36 68,84 108,65% 5,48
2022 65,54 69,05 | 10536% 3,51
2023 65,76 64,12 97,51% 1,64
2024 65,98 58,99 89,41% 10,59

Analisis capaian indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup diuraikan sebagai berikut :
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai realisasi capaian diperoleh
melalui formula : N
IKLH = (0,376 x IKA)+ (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)
= (0,376 X 34) + (0,405 x 93,18) + (0,219 x 38,67)

=12,78 + 37,74 + 8,47
=58,99

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran diperoleh data sebagai berikut
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PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat
2024

Indeks Respon IKA Peringkat

Nasional : 264 dari 514 Kobupaten/Kota
Provinsi :25 dari 27 Kabupaten/Koto
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Target Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024

tercapai disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga penanganan
timbulan sampah dilaksa_nakan dengan sebaik mungkin.

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku usaha
dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada
masyarakat dan pelaku usaha.

4. Dilakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
hidup oleh pelaku usaha.

5. Pelaksanaan rehabiliasi lahan kritis di area sempadan sungai.

6. Dilakukan pemeliharaan taman kota sehingga kualitas udara dapat terjaga dengan
baik.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

INilai Akip | 6642 | 6645 | 99,95%

1 Meningkaty
Akuntabilitas Kinerja
DLHK :
2 | Meningkatnya Indeks Kualitas 34 50,00 68,00%
Kualitas Air Air
3 | Meningkatnya Indeks Kualitas 93,18 90,96 102,44%
Kualitas Udara Udara :
4 | Meningkatkan Kulitas (Indeks Kualitas 38,67 38,73 99,85%
Tutupan Lahan Tutupan Lahan
Rata-Rata 91,87%
e ]
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menengah

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja DLHK tahun 2024 dengan target jangka menengah

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka

Meningkatnya Akuntabilitas [Nilai Akip DLHK 87,45 66,42 87,95
Kinerja DLHK

Meningkatnya Kualitas Air |Indeks Kualitas Air | 51,85 34 51,95
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas 79,5 93,18 80,5
Udara Udara

Meningkatkan. Kulitas Indeks Kualitas 65,25 38,67 65,25
Tutupan Lahan Tutupan Lahan

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DLHK s/d tahun 2024 dengan Standar Nasional

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Dipindai dengan CamScanner

Meningkatnya Akuntabilitas |Nilai Akip DLHK 87,45 66,42
Kinerja DLHK
Meningkatnya Kualitas Air |Indeks Kualitas Air | 51,85 34 55,3
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas 79,5 93,18 84,3
Udara Udara
Meningkatkan Kulitas Indeks Kualitas 65,25 38,67 63,9
Tutupan Lahan Tutupan Lahan
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Tabel 3.5
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja DLHK dan Solusi yang dilakukan

5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Akuntabilitas ada Penurunan Kelengkapan Dokumen

Kinerja DLHK

Meningkatnya Kualitas Air Tidak ada Penurunan 2

Meningkatnya Kualitas Udara ada Penurunan Peningkatan Kualitas
Udara

Meningkatkan Kulitas ada Penurunan Peningkatan Kualitas

Tutupan Lahan Tutupan lahan

Meningkatny Akuntabilitas

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

. Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DLHK Tahun 2024

Nilai Akip DLHK 75,95 | 78,86 21,14
Kinerja DLHK
Meningkatnya Kualitas Air |Indeks Kualitas Air 65,57 55,96 44,04
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas 117,21 100 0
Udara Udara
Meningkatkan Kulitas Indeks Kualitas 59,26 95,57 4,43
Tutupan Lahan Tutupan Lahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran menyumbang efisiensi sumber
daya di tahun 2024 tingkat efisiensi tertinggi ditunjukkan oleh pencapaian sasaran
Meningkatkan Kulitas Air dengan tingkat efisiensi 44,04%, dengan prosentasi capaian
kinerja 65,57%. Sedangkan tingkat efisiensi terendah ditunjukkan oleh pencapaian sasaran
Meningkatnya Kualitas udara dengan tingkat efisiensi 0%, dengan prosentase capaian kinerja
117,21%.
ditangguhkan atau akan dilaksankan ditahun 2025 dengan adanya efisiensi Anggaran.

Efisiensi sumber daya merupakan Banyaknya kegiatan-kegiatan yang
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian target kinerja

Tabel 3.7
Analisis Program/ Kegiatan Penunjang ataupun Kegagalan Keberhasilan Kinerja
DLHK Tahun 2024

Meningkatnya 75,95% | PROGRAM PENUNJANG
Akuntabilitas URUSAN PEMERINTAHAN
Kinerja DLHK DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum

Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Dacerah
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Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Kualitas Udara

Lingkungan Hidup

2 | Meningkatnya 65,57% | PROGRAM PERENCANAAN
Kualitas Air LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten/Kota

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

RPJPD/RPJIMD
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/
atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/ Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

PROGRAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah melalui

pemilahan dan pengolahan sampah di

instalasi pengolahan sampah TPS3R,

PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/

PLTSa, RDF, pusat pengomposan,

biodigester, Bank Sampah dan

fasilitas lainnya sesuai dengan

peraturan perundangan

3 | Meningkatnya 117,21% | Program Penanganan Pengaduan

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pengaduan
permasalahan Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup tingkat
Kabupaten/Kota
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TR PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SS9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

INL & AG Jalan Raya Cijulang Dusun Cibenda RT, 001/RW 012 Desa Cibenda — Parigi

Telg/Fax 50265! 2641231 Kode Pos Parigi 46393 Email: dlhkgangandaranggahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050 /kpts. eor.«/DLHK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih,
bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja
instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan
Visi dan Misi Bupati Pangandaran, maka dilaksanakan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan . Kepala tentang Tim
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun
2024;

Mengingat

1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;
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5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;:

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaiana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010
tentang Dasar Penyusunan LAKIP;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |

16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,

18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 — 2025;

19)Keputusan Kepala Lembaga Administrasi - Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran;

21) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP
Tahun 2024;

2. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan
sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;

3. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap
penyusunan LKIP;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;

KETIGA . Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dan KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT . Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas

ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.
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KELIMA

KEENAM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

v . 3

WK

DEDLSURACHMAN, S.SOS., M.M
NIP. 19710628 200312 1 005
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050 /kpts. e-4/DLHK/2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

Penanggungjawab
PPTK

Pelaksana Teknis
Pelaksana Administrasi

Tenaga Administrasi/Teknis non PNS

Dra. Hj. AYIROHANAH, M.Pd
HENDY APRILIANSYAH, ST
NUNING PRIHASTUTI, S.IP.
MARWAN GUNAWAN

1. NAWAIJI, SE.

2. WIWIN FITALASARI, SE.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

anpd
DEm {JR‘heHMAN S.SOS., M.M

NIP, 19710628 200312 1 005
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